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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan analisa hasil penelitian sebagaimana yang diuraikan terdahulu, penulis 

menyimpulkan hasil penelitian tentang Evaluasi Penggunaan Dana Desa Pada 

Pembangunan Fisik Desa di Desa Hauteas Induk Kecamatan Biboki Utara 

Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai berikut ; 

1. Perencanaan pembangunan sangatlah penting untuk mendapatkan suatu hasil 

pembangunan yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

masyarakatnya. Pembangunan fisik desa adalah salah satu cara untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam pembangunan. Sasaran 

utama keuangan desa adalah infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana. 

Pembangunan fisik juga merupakan perwujutan nyata dari pembangunan segi 

non fisik yang meliputi sosial budaya, sosial ekonomi dan sebagainya.  Dalam 

proses perencanaan ini tentu saja kita membutuhkan kerja sama antar sesama 

aparat pemerintah desa dan masyarakatnya agar bisa mencapai suatu tujuan 

yang diharapkan bersama demi kesejahteraan masyarakat. 

Akan tetapi dari pengeritian diatas tentu saja sangat berbeda jauh dengan apa 

yang terjadi di Desa Hauteas Induk Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor 

Tengah Utara mengenai halnya perencanaan dalam hal pembangunan fisik yang 

dilakukan. Perencanaan tersebut sangat bersifat tertutup dan hanya melibatkan 

segelintiran orang saja sehingga banyak menimbulkan konflik. Aparat 
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pemerintah yang memiliki wewenang dalam pembangunan tersebut juga tidak 

dilibatkan dalam proses perencanaan yang ada seperti Kaur Pembangunan dan 

Bendahara desa. 

2. Pengawasan penggunaan dana desa pada pembangunan fisik desa merupakan 

faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan suatu dana desa dalam 

rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Kegiatan pengawasan ini 

juga merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintah dalam 

pembangunan desa. Pembangunan yang dimaksud adalah realisasi program dan 

anggaran disemua kebutuhan pembangunan kehidupan masyarakat. Selain itu 

perlu juga melakukan sebuah evaluasi terhadap suatu kegiatan agar bisa 

memberikan penilaian terhadap apa yang telah dikerjakan.  

Dari pengertian diatas tentu saja  sangat bertolak belakang dengan yang terjadi 

pada pengawasan pembangunan fisik berupa rabat jalan pada desa Hauteas 

Induk Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara. Pengawasan 

yang ada bersifat terbuka namun masi saja menimbulkan konflik karena 

oknumyang tidak ikut sertakan dalam perencanaan juga terlibat dalam 

pengawasan dan juga masyarakat namun tidak mengetahui arah kerjanya seperti 

apa dan maksud dari melibatkan tersebut hanyalah manipulasi keadaan semata. 

Selain itu dari kejadian yang ada juga tidak diadakan evaluasi untuk dapat 

mengoreksi kejadian-kejadian yang ada. 
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5.2 Saran 

 Dengan berpedoman pada kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan maka 

dalam rangka menunjang evaluasi penggunaan dana desa pada pembangunan fisik 

desa dengan berpedoman pada prinsip pemerintahan yang baik maka terdapat 

beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa dalam setiap 

pembangunan di desa sehingga kedepannya bisa menjadih lebih baik dalam proses 

penyelenggaraan pemerintah, pembangunan pemberdayaan masyarakat melalui 

evaluasi bersama. Hal-hat tersebut sebagai berikut ; 

a. Perlu meningkatkan dan mengadakan kerja sama antar sesama aparat 

pemerintah desa dan masyarakat dalam melakukan perenanaan sesuai dengan 

prosedur yang ada secara baik sehingga segala pembangunan yang 

direncanakan sesuai dengan kebutuhan bersama. 

b. Perlu adanya keterbukaan mengenai anggaran setiap pembangunan kepada 

masyarakat dan keterlibatan dalam pengawasan setiap pembangunan agar tidak 

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan selalu melakukan evaluasi mengenai 

suatu kegiatan tersebut. 

c. Perangkat desa harus lebih memahami tupoksi kerja mareka masing-masing 

sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan dan tentang pentingnya mengurus 

setiap kegiatan tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan awal setiap kegiatan 

yang dimusyawarahkan agar penyelenggaraan pemerintah desa dapat berjalan 

dengan baik dan lancar dan selalu melakukan evaluasi pada setiap kegiatan yang 

dilaksanakan.     
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